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BUPATI MURUI{G RAYA
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAI{ BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAIIUITI 2O2O

TEITTAI{G
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Menimbang

DEHGAIT RAIIMAT TIIHAIT YANG MAHA ESA

BI'PATI *I{IRUITG RAYA

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat

Undans-i-jnd-a-ns Reorrbiik Indonesia Nomor 25- _*--__--o - -___-__-o ---l- -_'-

2OA4 tentang Sistem Perencanaan

Nasionai, Pemerintah Da-erah wajib

Rencana Ke{a Pemerintah Daerah IRKPDi,

cl-okumen t-rerenca-na-a-n ciaera-h untu-k neriod-e 1 if'- --- f ---- --- - \

tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan

Daera-h;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perl

meneta-pkan Peraturan Bupati tentang Rencana

Pemerintah Daerah Tahun 2021.

lYlLrtElIl-tE;6r L
< r! ti. Un0ang-'\rnGang i\Cmor 3 ianiin lUUl icn

Pembentukan Kabupaten Katingan,

Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Kabupaten tsarito Timur di Provinsi

Raya

Tengah (Iembaran Negara Repubiik Indonesia

2AO2 Nomor 18, Tarnbahan Lembaran

Republik Indonesia Nornor 4180);

N



c Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003

Keuangan Negara (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286\;

3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2AA4

Sistem Perencanaal Pembalgunan N

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2

+

Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor aaZ\;

tinciang - Undang Nomor i 7 Tahun 2OOT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
,Tt^L,,- onl-\E .lr\nE /r ^*L^*^"^ 

,I\r^^^--

Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 33,

ircnrilai-arl l:iegara f{epubiik InClonesia Nomor I7AA);

q TTnrlona - ITnr{ana l\Tnmnr O? 'Tohrrn Co.1 A tonv. vrrsqrr6 varssrab lrvlrrvr l4rrqrr av L t

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

sebagaimana telah beberapa kali diubah,

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2O 1

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-U

Nomor 23 tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

{Lembaran Negara Reputrlik Indonesia tahun 2O1

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu

Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerin

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Daerah Kabuoaten/ Kot-a fl,embaran Nesara Remrtt\91

Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82,

l,ernbaran Nesara Rer:ublik Indonesia Nomor 4741\:
OL"

,



7. Peraturan Pemerintah Nomor i3 Tahun 2077 ien

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang

Nasional {Lembaran Negara Republik

Tahun 2077 Nomor 77, Tambahan Lembaran N

Repubiik Indonesia Nomor 6Oa4;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran N

Repubiik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 4

Tambahan Lembaran lrlesara Republik

Nomor 632'2);

9. Peratr-r-rarr Presielen Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan

Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

2011 tentang Perubahan Ketiga Atas

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Neseri l.Iomor 72

2013 tentang Pedoman Pembangunan

Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia

2OL3 Nomor 1563).

12. Peratu,ran Menteri Daiam Negeri N$mor 86

2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan,

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Rencana Peinbangr"inan jangka Pai:3ang Dacrah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

serta Tata Cara Perubahan Rencana

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pem

I



Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Femerintah Daerah:

i3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tah

20 19 tentang Pedoman Pen5rusunan

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2O2O (Berita l.legara Repriblik Indonesia Tahun 2O

Nomor 555);

i4. Peratura-n Menten Daiam Negeri Nomor 90 Tah

2A19 tentang Klasifikasi, Kode{ikasi,

Noir-rei:l-:lat'.-i:' Fe:'el:canaai: Fembanguiiaii

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

- 
ilarIUIi zV IY t\ol]ior L'++ t J;

-l < Darotrrran l\/fanta-i Darannqnaanru. I ur4Luaurr rrrvllLLrr I vtLllvurqqrr

NasionalT Kepala Badan Perencanaan Pem

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahrtn 2O

Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerin

Talrun 2021 (Berita Negara Republik

Tahun 2O2O Nomor 4741.

16. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tah

2O2O tentang Pedoman PenJrusunan Rencana

Pemerintah Daerah Tahun 2A2L (Berita N

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 59O;

17. Feraturan Daerah Provinsi Kalimantan Ten

Nomor 4 Tahun 2AtO tentang Rencana Pem

, Ia;isL:a Panrano Daei'ah P-i'c.*,insi Kalimai:tar':

Tahun 2OOS -2025 (Lembaran Daerah
rhiidir\atilrlii.rlfarr lengAfl iarlull .AVLV t\OEiOr +,

Lembaran Daerah Pror,,insi Kalimantan Tengah N

sai;

i8. Per"atr-rra-n Da-erah Provinsi Ka-iima-nta-n Tenga-h

1 Tahun 2Al7 tentang Rencana
r ^ -- -t-^ i d ^-- ^-^ -,^ L n^ ^-^ L n-^--:- ^:ir;ii5iail iiiLiiliisuii p ue^ qrr

Tengah Tahun 2016 - 2O2L:

a

I
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor

Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan S

Perangkat Daerah l(abupaten Murung

(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

2AL6 Nomor L69, Tambahan Lembaran

Kabupaten Murung Raya Nomor 7!;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya

10 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pem

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mumng

Tahun 2OO8 - 2A28;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor

Tahun zOLg tentang Rencana Pembaogunan J

Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya

2018 * 2023 {Lembaran Daerah Kabupaten M

Raya Tahun 2019 Nomor 4);

22. Pera-tLrra-n Da-erah Kai:upaten Lllun*rng Ra-ya Nomor

Tahun zOLg tentang Rencana Pembangunan

Tahun 2018 - 2023 {Lembaran Daerah Kabupa

Munrng Raya Tahun 2A19 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Mui-.rng Raya

07 Tahun 2Oi9 tentang Anggaran Pendapatan

tselanja Daerah Kabupaten Murung Raya

Anggaran 2O2A pembaran Daerah

Murung Raya Tahun 2Al9 Nomor 7 Tam

l.embaran Daeratr Kabupaten Murung Raya 7);

24" Peratrrran Bupati Mun:-ng Ra;ra Nomor 31

2AW tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Anggaran 2O2O {Berita Daerah Kabupaten M

Raya Tahun ZAL9 Nomcr 3ii.

Tah
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MEMUTUSI(AN :

Menetapkan r.rxAt uls,all 5u.rA!.t luu.!(.ufi(t .[(Jtrjil

REI{CANA KER*IA PEMERIITTAH DAERAH

MURUNG RAYA TAHUN 2O2I

BAB I
KETENTUAN UMUM

r4!t-tl l.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mumng Raya;

2. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah

Murung Raya;

3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;

4. Delvan Per'*akiian R.aiqyat Daerah yarig seianj

yang disingkat DPRD adalah Dewan

Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;

5. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah

selanjr.rtrgra disebut APBD ;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

selanjutnya disebut APBN;

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Daerah yang selanjutnya sebut KUA;

8. Prioritas dart Plafon Anggaran Sementara

selanjutnya disebut PPAS;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJPD) Ka.bupaten Murrrng Raya 2OO8 * 2028

dokumen perencanaan untuk periode 2O (dua

tahurr;

-)

-)



10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

{RPJMD} Kabupaten Murung Raya 2018 - 2423

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

1 1. Rencaila Fierja SaLuan Kerja Peratrgkat Daerah

selanjutnya d.isebut Renja - SKPD adalah

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

periode i (sa-tu) tahun;

L2. Rencana Pemerintah Tahunan Daerah

selanjutnya disebut Rencana, Ke{a Pemerintah

disingkat RKPD adalah dokumen

Pemerintah Daerah untuk periode 1 {satu) tahun;

i3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yan:g disebut

adalah linit- Ke{a Pemerintah f)aerah

mempunyai tugas mengeiola anggaran dan

daerah;

14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

dan Pengembangarr Daerah yang selanjut.nya

Kepaia BAPPLITBANGDA adaiah Kepala

Perencanaan Pembangunan Daerah

Murung Raya sebagai Kepala Sahran Kerja

Daerah yang bertanggung jawab t-erhadap

tugas dan fungsi perencanaan pembangunan

Kabupaten Murung Raya.

BAB II
RENCAI{A I(ERJA PEMERINTAII DAERA}I

rg.sEar z

{U RKPD merupakan Dokumen Perencanaan

Kabupaten Murung Raya untuk periode I
tatmn, yang disusun dengan rnerrgacrr pada

Tahun 2OO5-2O25, RPJPD Provinsi Kalimantan

(



Tahun 2AO5-2O25, RPJPD Kabupaten Murung

Tahun 2OO8 2A28, RPJMD Provinsi

Tengah Tahun 2016 - 2021 dan RPJMD Ka

Murung Ra;ra Tahun 2018 - 2O23;

{2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dengan sistematika sebagai berikut :

.BabI : Pendahuluan;

r Bab II : Gambaran Limum Kondisi Daerah;

. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah

Keuangan Daerah;

o Bab iV : Sasaran dan Prioritas

Daerah:

o Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

. Bab Vi : Krnerja, Penyelenggaraan Pemerin

Daerah;

. Bab VII : Penutup.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat

menguraikan Program dan Kegia-tan Prioritas

indikasi pagu masing - masing dan kegiatan yang

tt-ila-ksanaka-a pada tahun ZOZL, ya-ng diusulkan

APBD serta yang diusulkan melalui dana APBN.

Pasal 3

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud

pasal 2 tercantrrm dalam lampiran ya.ng meru

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD cl-ima-ksr-r-ei ciaiarn pa.sai 2 rneoladi pedoma-n

penJrusunan KUA dan PPAS untuk Penlrusunan
4^-l^--: nn 
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Pasal 5

Dalam hal RKPD Tahun 2021 yang di

sebagaimana yang dimaksuci daiam pasai 2

dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerin

Kabupaten fuiurung Raya dengan DPRD Kabupa

Murung Raya tentang KUA dan PPAS Tahun 2AZl,

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Program dan Kegiatan Prioritas hasil Kesepaka

Bersarna antara Pemerintah Kabupaten Murung

dengan DPRD"

BAB III
PEHUTUP

Pasal 6

Peratr-rran lpi rnr,r-la-i beria.kr-i pa-d-a- ta-ngga-i d-itr-nclangka n.

Agar setiap orang mengetahuinya,

Peratu-ran Bupati ini

daiarn Berita Daerah

Rava "

pada Juli 2

RAYA,

YOSEPH

ua-n1-r-

Di

Pada tanggal 16 Juli 2O2O

ABrtlttltat l nl.r Fr I liti l It

KABUPATEN MURUNG RAYA,

lif {ii$-ti{i\Si I UJg pE i-iK
Fi?fi rtuH il {-t Fi ile4 ft /.ERAH
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BERITA KABUPATEN MURUTTG RAYA TATIUfl 2O2O NOMOR 2
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